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Arif *** 

ABSTRAK 

Dalarn prakteknya perernpuan dan anak adalah kelornpok yang paling 
banyak rnenjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Umurnnya korban 

diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi 
seksual lainnya, tetapi juga rnencakup bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja 

paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. 
Perlindungan terhadap korban sebagai pelapor tindak pidana perdagangan 

orang adalah sangat essensial oleh karena saksi korban yang rnengalarni secara 

langsung akan rnernberikan darnpak kondisi psikologis dan trurna yang 
dialarninya, rnaka diperlukan suatu perlakuan khusus terhadap korban berupa 

perlindungan hukurn dan kearnanan. 
Selain itu undang-undang ini juga rnernberikan perhatian dan perlindungan 

terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang 
dalarn bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana 

perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan rnengatur juga hak 
korban atas rehabilitasi rnedis dan sosial, pernulangan serta reintegrasi yang harus 

dilakukan oleh Negara khususnya bagi rnereka yang rnengalarni penderitaan fisik, 
psikis dan sosial akibat tindak pidana ini. 

Dari uraian tersebut di atas rnaka peneliti dapat rnerurnuskan perrnasalahan 
sebagai berikut : 1) Bagairnana perlindungan terhadap saksi korban 

dalarn tindak pidana perdagangan orang ? 2) Faktor-Faktor apa saja yang 
rnenjadi kendala dalarn proses pengajuan restitusi oleh korban dalarn tindak 

pidana perdagangan orang ? 
Selanjutnya untuk rnenjawab hal tersebut di atas peneliti rnenggunakan 

rnetode penelitian hukurn yang bersifat deskriptif analitis serta rnelalui pendekatan 
Yuridis Norrnatif dengan rnenggunakan data sekunder yang menjadi data pokok, 

lalu dikurnpulkan dengan teknik pustaka dan data primer untuk rnendukung data 
sekunder dan data ernpiris, lalu dianalisis dengan metode kwalitatif maka peneliti 

rnendapat kan kesirnpulan : 1) Perlindungan bagi saksi korban tindak pi dana 
trafiking adalah berupa serangkaian tindakan yang diberikan kepada korban yang 
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tujuannya untuk melindungi dan memberi rasa aman bagi korban, dari intimidasi 

ataupun ancaman yang datang dari pelaku atau keluarga pelaku. Dalam 
prakteknya perlindungan yang diberikan kepada saksi korban hanya menyangkut 

penyelesaian perkaranya, sedangkan perlindungan untuk mendapatkan 

tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan, mendapat nasihat hukum dan memperoleh bantuan biaya hidup 
sementara sampai atas waktu perlindungan berakhir belum terlaksana 2) 

Terdapat beberapa kendala yang dialami korban untuk mendapatkan restitusi, 
antara lain karena para korban tidak memahami prosedure untuk memperoleh 
haknya akan restitusi. Hal lain disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai aturan 
restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, sehingga masyarakat khususnya korban dan keluarganya 
tidak memahami haknya untuk mendapat restitusi, sehingga terlambat 
mengajukan restitusi dan baru mengerti setelah dipersidangan. 

Kata kunci: 

Trafiking 
Saksi korban 
Restitusi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Permasalahan perdagangan orang erat kaitannya dengan harkat dan 

martabat manusia. Dengan bertambah maraknya perdagangan orang diberbagai 

Negara , termasuk Indonesia dan negara yang sedang berkembang lainnya, telah 

menjadi perhatian semua masyarakat Intemasional khususnya Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB), sebagaimana tercantum dalam Protokol PBB Tahun 2000 

tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah 

ditandatangani Pemerintah Indonesia. 1 

Dalam prakteknya perempuan dan anak adalah kelompok yang paling 

banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Umumnya korban 

diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi 

seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja 

paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. 

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, 

menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi 

dengan segala bentuk dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 

I) Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. 
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2 

penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas korban. 

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah 

meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak 

terorganisasi. Dari beberapa kasus yang disidangkan temyata sebagian besar 

perdagangan orang dilakukan secara terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana 

perdagangan orang memiliki jangkuan operasi tidak hanya antar wilayah dalam 

negeri tetapi juga antar negara. 

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan 

orang pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang 

memadai untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Hukum yang berpihak 

pada kelompok rentan atau tersubdiordinasi, khususnya perempuan dan anak 

menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus perdagangan 

orang peraturan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada 

belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena 

itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang secara 

tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai perdagangan orang yakni 

dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum 

dewasa dan tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. Demikian juga dalam 
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